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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peranan audit internal dalam 
meminimalkan kemungkinan gagal bayar pada penyelesaian kredit modal kerja dan kredit investasi pada 
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Palembang. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemberian kredit yang 
dilakukan sudah baik karena mengacu dan sesuai pada Undang-Undang Perbankan Indonesia No.10 
tahun 1998 dalam pasal 8. Pelaksanaan audit internal sudah memadai dimana audit internal telah 
dilakukan dengan proses yang sistematis yang  mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern 
Bank (SPFAIB). Audit internal telah cukup berperan dalam meminimalkan gagal bayar pada 
penyelesaian kredit modal kerja dan kredit investasi, hal ini dapat dilihat dari tingkat NPL tahun 2013 
sebesar 4% yaitu 1% dibawah batas maksimal Bank Indonesia serta pada tahun 2014 NPL mengalami 
kenaikan ke 6% dan pada 2015 juga mengalami peningkatan NPL menjadi 7%. Auditor internal telah 
berupaya untuk menekan tingkat kenaikan NPL tersebut agar kualitas kredit tetap terjaga, hal itu telah 
terbukti karena kenaikan NPL 2015 hanya 1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengalami 
kenaikan 2%. Peningkatan NPL tersebut tidak bisa terhindarkan karena pelemahan rupiah yang terjadi 
karena akibat krisis global sehingga berdampak pada perlambatan ekonomi di Indonesia dan 
peningkatan rasio pinjaman bermasalah bank (NPL) karena kinerja sektor rill juga menurun. 
 
Kata kunci: Audit Internal, Kredit Bermasalah, Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi 
 
Abstract 
The purpose of this study to determine how the roles of internat audit in minimizing the possibility 
of default on completion of working capital credit and investment credit at PT Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk Sentral Kredit Kecil Palembang. This study used descriptive qualitative method. The result 
of this study shows that the credit lending system is already good because it refers and according to the 
Indonesian Banking Act No. 10 of 1998 chapter 8. The implementation of internal audit is already 
adequate where internal audit already has been conducted with a systematic process that refers to the 
Internal Audit Standard Bank (SPFAIB). Internal Audit already did a good job in minimizing the default 
on completion of working capital and investment credit, it can be seen from the level of NPLs in 2013 
amounted to 4% which is 1% below the maximum limit of Bank Indonesia as well as in 2014, NPLs 
increased to 6% and in 2015 also increased to 7%. The internal auditor has sought to suppress the rate of 
rise in NPLs in order to keep credit quality still in maintained, it has been proven since the increase in 
NPLs in 2015 only 1% compared with the previous year increased 2%. The increase in NPLs can not be 
avoided because of the weakening rupiah which was due to the global crisis which impacted on the 
economic slowdown in Indonesia and increasing the ratio of troubled bank loans (NPL) for the 
performance of the real sector also declined. 
 










1.1 Latar Belakang 
Seperti yang telah diketahui bahwa salah satu sektor potensial yang mendapat 
perhatian dari pemerintah indonesia dan yang perlu dikembangkan di indonesia 
merupakan sektor usaha kecil dan menengah. Namun, pada umumnya sektor ini masih 
menghadapi masalah dalam berbagai aspek permodalan, seperti masalah pembiayaan 
usaha, masalah akumulasi modal, masalah pembelian barang-barang modal beserta jasa 
yang diperlukan untuk proyek baru, ekspansi proyek yang sudah ada, modernisasi, serta 
cara memanfaatkan fasilitas dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan kesejahteraan 
usahanya. 
Masyarakat pada umumnya telah mengetahui bahwa bank adalah tempat menabung, 
menyimpan uang ataupun meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkan. Bank 
adalah salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam 
perekonomian suatu Negara sebagai lembaga perantara keuangan.  
Berdasarkan survei perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, mencatat 
penyaluran kredit oleh perbankan tumbuh hingga mencapai 8% sampai dengan Mei 2016 
ini (www.metrotvnews.com). Peningkatan pertumbuhan kredit tersebut didorong dengan 
meningkatnya kebutuhan pembiayaan dan penurunan suku bunga kredit sehingga akan 
mendorong permintaan kredit itu sendiri. Selain itu, para responden lain juga 
memperkirakan bahwa pertumbuhan kredit akan terus mengalami peningkatan hingga 
pada kuartal berikutnya, yakni kuartal III 2016. Peningkatan pertumbuhan kredit terutama 
terjadi pada Kredit Modal Kerja (www.kompas.com). Dengan adanya peningkatan 
volume usaha pada sektor kredit ini pihak manajemen bank juga harus memiliki 
kebijakan dan strategi manajemen yang baik untuk diarahkan pada kesinambungan 
penerapan good corporate governance dan penyaluran kredit pada sektor Usaha Kecil 
Menengah. 
Dengan adanya penyaluran atau pemberian kredit tersebut pihak bank juga harus 
memperhatikan masalah keamanan atas pemberian kredit tersebut, karena dari pemberian 
kredit juga memiliki beberapa risiko yang kemungkinan dapat terjadi seperti kredit macet 
atau gagal bayar yang disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor intenal perusahaan dan 
faktor eksternal perusahaan. Untuk meminimalkan risiko tersebut maka pihak perbankan 
perlu bertindak rasional yaitu lebih memperhatikan masalah efektivitas kegiatan yang 
dijalankan. 
Dengan adanya unsur risiko dan ketidakpastian nasabah dalam mengembalikan kredit 
yang telah diterimanya, maka diperlukan suatu pemeriksaan berkelanjutan atas kegiatan 
perkreditan tersebut untuk memperkecil risiko yang kemungkinan akan timbul. Bank 
perlu meningkatkan kualitas pemeriksaan atas kegiatan penyaluran kredit untuk 
memperkecil kemungkinan timbulnya kredit bermasalah sehingga tingkat kolektibilitas 
kredit dapat ditingkatkan. Salah satunya yaitu dengan menerapkan audit internal yang 
memadai atas kegiatan perkreditan yang telah dijalankan. 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini guna 
melihat serta membuktikan apakah audit internal benar-benar berperan signifikan dalam 
pemberian kredit atau tidak. Berdasarkan uraian diatas, penulis akan melakukan 
penelitian untuk mengetahui bagaimana peranan audit internal dalam meminimalkan 
kemungkinan gagal bayar dalam penyelesaian kredit yang akan disajikan dalam 
penelitian ini dengan judul: “Peranan Audit Internal Dalam Meminimalkan 
Kemungkinan Gagal Bayar Pada Penyelesaian Kredit Modal Kerja dan Kredit 
Investasi (Studi Kasus pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra 












1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan 
dalam penelitian ini akan dirumuskan, sebagai berikut: “Bagaimana peranan audit internal 
dalam meminimalkan kemungkinan gagal bayar pada penyelesaian kredit modal kerja 
dan kredit investasi?” 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui bagaimana peranan audit internal dalam meminimalkan kemungkinan gagal 
bayar pada penyelesaian kredit. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Akademis  
a. Bagi Penulis 
Diharapkan dengan adanya penelitian ini penulis dapat menambah pengetahuan 
mengenai dunia perbankan khusus nya dari segi akuntansi dan audit internal nya 
serta menambah pengetahuan mengenai pemberian kredit dan juga resiko-resiko 
yang dapat muncul pada pemberian kredit seperti kredit macet dan gagal bayar 
tagihan. 
b. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat 
pada umumnya, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan pembanding, bahan 
pengkajian dan bahan pembelajaran serta sebagai bahan referensi bagi peneliti 
selanjutnya. 
 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Perusahaan ( PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit   
Kecil Palembang) 
Diharapkan dari hasil penelitiann ini dapat memberikan informasi yang berguna 
sebagai bahan masukan yang bermanfaat dalam mengawasi pemberian kredit, 
dalam melakukan perbaikan dan pertimbangan dalam penerapan audit internal 
pemberian kredit serta mencegah dan mengurangi kemungkinan adanya kredit 
macet dengan penerapan audit internal yang baik. 
 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Teori Stewardship 
Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari agency theory 
yaitu stewardship theory (Donaldson et all, 1991). Stewardship Theory berangkat 
dari perpektif pemikiran akuntansi manajemen yang banyak didasari teori-teori 
psikologi dan sosiologi, yaitu para manajer dimotivasi untuk berbuat dan 
berperilaku secara kolektif untuk kepentingan organisasi.  Sehingga kerjasama 
seluruh anggota organisasi merupakan ciri utama dari stewardship.  
Teori stewardship menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah 
termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil 
utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan adanya 







organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan 
manajemen.  
2.1.2 Peranan 
 Menurut Soekanto (2012, h.212-213) Peranan merupakan aspek dinamis 
kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia 
menjalankan suatu peranan.  
2.1.3 Auditing 
 Arens et al. (2011, h.4) mendefinisikan mengenai auditing, bahwa: “Auditing 
adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan 
melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah 
ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”. 
 
2.1.4 Audit Internal 
Kumaat (2011, h.35) mendefinisikan audit internal adalah : “Audit internal 
adalah agen yang paling ‘pas’ untuk mewujudkan internal control, risk 
management dan good corporate governance yang pastinya akan memberi nilai 
tambah bagi sumber daya dan perusahaan”. 
 
2.1.5 Bank 
 Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 bahwa bank adalah 
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk 
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  
 
2.1.6 Kredit 
 Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah sebagai 
berikut : “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak 
lain yang mewajibkan pihak manajemen melunasi utang nya setelah jangka waktu 
tertentu dengan pemberian bunga”. 
 
 
3. METODE PENELITIAN 
 
3.1  Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 
deskriptif. Pendekatan ini datanya akan  diperoleh dalam bentuk informasi lisan maupun 
tertulis melalui wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan. Informasi dari 
beberapa narasumber dan data sekunder dari PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil 
kemudian akan dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian 
 
3.2  Objek dan Subjek Penelitian 
Objek pada penelitian ini merupakan peranan audit internal dalam meminimalkan 
kemungkinan gagal bayar dalam penyelesaian kredit modal kerja dan kredit investasi. 
Subjek penelitian ini adalah PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Palembang 
dikarenakan BNI merupakan salah satu bank pemerintah yang memberikan fasilitas kredit 
dengan suku bunga yang cukup bersaing dengan bank lainnya. 
 
3.3  Pemilihan Informan Kunci 
Informan kunci dalam penelitian ini yaitu Ibu Yanita Ari Andini selaku RM, Ibu 









Informan kunci yang dipilih berkaitan dengan aktivitas bagian kredit dan aktivitas 
pengawasan kredit. 
 
3.4  Jenis Data 
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer ini secara 
langsung didapatkan melalui wawancara mendalam dan data sekunder didapat dari 
dokumentasi perusahaan, buku-buku dan literatur yang relevan. Peneliti akan melakukan 
wawancara dengan beberapa narasumber yang ada di BNI Sentra Kredit Kecil 
Palembang. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik  wawancara dan dokumentasi 
dalam mengumpulkan informasi.  
 
3.6  Teknik Analisis Data 
Analisis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan analisis deskriptif 
(analisis data kualitatif). 
 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian. 
 4.1.1  Sejarah Perusahaan 
BNI sekarang tercatat menjadi bank nasional terbesar ke-4 di wilayah 
Indonesia, dilihat dari sisi total aset, total dana pihak ketiga maupun total kredit. Di 
dalam memberikan layanan finansial secara terpadu, BNI didukung melalui 
sejumlah perusahaan anak, yakni Bank BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Life 
Insurance, BNI Securities,dan BNI Remittance. BNI merekomendasikan layanan 
penyimpanan dana maupun fasilitas pinjaman baik di segi segmen korporasi, 
menengah maupun kecil. Segmen usaha kecil menangani pemberian kredit hingga 
15 Miliar. Pemberian kredit diberikan melalui Sentra Kredit Kecil (SKC). Sekarang 
BNI mempunyai lebih dari 50 Unit SKC yang bisa memfasilitasi kebutuhan kredit 
nasabah. Produk pinjaman produktif yang ditawarkan berupa Kredit Modal Kerja 
dan Kredit Investasi, serta beberapa produk dan layanan terbaik lainnya telah 
disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa hingga pensiun. 
Di akhir tahun 2015, jumlah aset yang dipunyai oleh BNI tercatat sebesar 
Rp508 triliun dan jumlah karyawan sebanyak 26875 orang. Jaringan layanan BNI 
tersebar diseluruh Indonesia melalui 1.826 outlet domestik serta di luar negeri 
melewati 6 Kantor Cabang Luar Negeri (Tokyo, Hongkong, New York, London, 
Singapura dan Seoul). Jaringan ATM dan didukung juga oleh jaringan ATM 
bersama. Layanan BNI juga tersedia melalui 71.000 EDC, Internet Banking, dan 
SMS Banking. 
Diwilayah Palembang BNI memliki 1 Kantor Wilayah, 13 Kantor Cabang, 49 
Kantor Cabang Pembantu, 31 Kantor Kas, dan 880 ATM yang tersebar diseluruh 
wilayah Palembang. 
 
4.1.2  Visi, Misi dan Motto Perusahaan 
1. Visi : 
Menjadi Lembaga Keuangan yang Unggul dalam Layanan dan Kinerja. 
BNI menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan berarti BNI 






sepanjang usia dengan menyediakan solusi keuangan yang menyeluruh, 
sedangkan BNI sebagai lembaga keuangan yang unggul dalam kinerja 
mempunyai arti bahwa BNI mampu memberikan nilai tambah kepada nasabah, 
investor, karyawan, komunitas dan industri. Dengan cita-cita yang demikian, 
maka layak untuk mengidamkan BNI yang unggul sebagai mitra keuangan 
sepanjang usia dengan menyediakan solusi keuangan yang menyeluruh. 
2. Misi : 
BNI masih melanjutkan Misi yang ada karena masih sangat sesuai dengan 
citacita yang tercermin dari Visi BNI saat ini yaitu memberikan nilai tambah 
kepada segenap stakeholder utama, yaitu nasabah, investor, karyawan, 
komunitas, dan industri dengan cara: 
a. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh  
nasabah, dan selaku mitra pilihan utama. 
b. Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. 
c. Menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan 
untuk berkarya dan berprestasi. 
d. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan 
komunitas. 
e.  Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan    yang 
baik bagi  industri. 
3.  Motto :  
 Melayani Negeri, Kebanggaan Banga 
4.1.3  Struktur Organisasi 
Berikut ini adalah struktur organisasi yang ada pada PT. Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Palembang 
 
      Sumber : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Palembang, 2016 
 
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 










4.2  Hasil Penelitian 
 4.2.1 Gambaran Umum Prosedur Pemberian dan Pelaksanaan Kredit 
Tahapan yang dilakukan dalam prosedur pelaksanaan yang dilakukan oleh PT. Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk, yaitu : 
1. Permohonan Kredit  
 Pada tahap in, bank menerima permohonan dari calon debitur / debitur atau bank 
juga memberikan penawaran kredit kepada calon debitur. 
2.  Data dan Informasi 
 Sebelum bank melakukan analisis, terlebih dahulu pihak bank perlu 
mengumpulkan seluruh data, dokumen dan informasi calon debitur sesuai dengan 
kebutuhan untuk menganalisis. 
3. Verifikasi Data 
 Tahap ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian data dan dokumen dengan 
kondisi calon debitur atau debitur. 
4. Analisis Kredit 
 Berdasarkan data dan informasi yang telah diverifikasi kebenarannya, bank 
menyusun proposal kredit, untuk meminimalkan risiko pemberian kredit sehingga 
dilakukannya proses analisis kredit terhadap permohonan kredit dari setiap 
debitur. 
5. Penetapan Covenant 
  Dalam hal penetapan covenant perlu memperhatikan hal-hal berikut ini: 
a. Dapat dipenuhi oleh calon debitur sesuai dengan kontrak dan sifat bidang  
usaha calon debitur (covenant bersifat realistis). 
b. Ditentukan atas dasar risiko yang mungkin timbul. 
c. Dapat dimonitor. 
d. Konsisten dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di antara masing-
masing covenant dan dengan persyaratan lain dalam perjanjian kredit. 
6. Pemutusan atau Persetujuan Kredit 
  Proses persetujuan kredit dilakukan dalam Komite Kredit yaitu forum bersama 
pejabat pemutus kredit yang berwenang untuk memutus kredit sesuai dengan 
limit yang ditetapkan, yang terdiri dari pejabat unit bisnis dan unit risiko bisnis. 
7. Perjanjian Kredit 
  Perjanjian kredit merupakan perikatan pinjam-meminjam uang secara tertulis 
antara pihak bank (sebagai kreditur) dengan pihak lain (sebagai debitur) yang 
mengatur hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat adanya pinjam-meminjam 
uang 
8. Pengikatan Agunan  
  Agunan yang diserahkan sebagai jaminan harus diikat secara sempurna. Dalam 
hal agunan berupa fixed assets, maka dalam pengikatan agunan secara Hak 
Tanggungan atau Hipotek, sedangkan agunan berupa benda bergerak diikat 
secara fidusia. Dalam akta pengikatan agunan, agar disebutkan bahwa yang diikat 
adalah barang agunan berikut dengan garansi dan seluruh hak klaim asuransinya. 
9. Administrasi dan Dokumen Kredit 
  Seluruh dokumen pemberian kredit harus di-file dan disimpan dalam tempat yang 
aman dan tahan api (strong room). 
10. Pencairan Kredit  
  Pencairan kredit harus memperhatikan bahwa seluruh persyaratan pencairan 
kredit yang ditetapkan serta kewajiban-kewajiban debitur telah dipenuhi. 






  Kredit yang telah ditarik oleh nasabah harus dimonitor oleh pihak bank secara 
terus-menerus untuk meyakinkan bahwa seluruh persyaratan dan ketentuan yang 
berlaku dipenuhi oleh nasabah dan bank. Pemantauan kredit dilakukan secara 
individual debitur. Pemantauan ketat dilakukan agar bank dapat mengetahui lebih 
dini apabila terdapat tanda-tanda penurunan kualitas, kondisi keuangan atau 
performance perusahaan yang berdampak pada kualitas kredit yang diberikan. 
12. Penanganan Kredit Bermasalah 
  Langkah yang dapat dilakukan dalam pembinaan kredit bermasalah ini antara lain 
melalui: 
a. Melakukan pendampingan kepada debitur bermasalah 
b. Melakukan aktivitas penagihan secara intensif terhadap debitur bermasalah 
13. Penyelesaian Kredit Bermasalah 
 Tindakan penyelamatan kredit seperti yang telah diuraikan diatas kadangkala 
tidak cukup membantu nasabah untuk pulih dalam menjalankan aktivitas 
bisnisnya maupun mencegah kemungkinan timbulnya kerugian lebih lanjut bagi 
bank terkait dengan fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur. Dalam kondisi 
ini, mau tidak mau dan suka atau tidak suka, bank harus dapat mengambil 
keputusan untuk mengakhiri hubungannya dengan debitur melalui penyelesaian 
kredit. Upaya pelunasan atau penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan 
dengan setoran dari debitur atau dari pemegang saham, penjualan barang agunan, 
take over fasilitas kredit debitur oleh kreditur lain (bank lain atau investor), 
eksekusi Hak Tanggungan melalui balai lelang dan litigasi (penyelesaian melalui 
pengadilan).  
4.2.2  Risiko Kredit 
Kredit merupakan salah satu usaha terpenting bank yang menyumbang sebagian 
besar dari keuntungan bank. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis 
kepada Relationship Manager (RM) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
SKC Palembang, dapat diinformasikan bahwa perusahaan ini masih memiliki 
masalah mengenai pengembalian kredit yang macet. Dapat kita lihat di tabel 
kualitas kredit atau kolektibilitas kredit berikut ini: 
 
Tabel 4.1 
Kualitas Kredit Produktif 
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Palembang 
Per 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 
       Sumber : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Palembang, 2016 
 
Dari tabel diatas, dapat dilihat data mengenai kolektibilitas atau kualitas kredit 
produktif yaitu kredit modal kerja dan kredit investasi PT Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Palembang selama tiga tahun terakhir yaitu 
tahun 2013, 2014 dan 2015. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kredit 
Kualitas Kredit 2013 2014 2015 
Lancar 1.004.073.691.593 1.233.070.585.395 1.157.327.850.828 
Dalam Perhatian 
Khusus 
29.580.639.137 74.022.476.814 110.932.186.267 
Kurang Lancar 3.475.443.753 1.880.905.695 1.415.128.143 
Diragukan 777.163.794 19.578.942.530 7.320.318.689 
Macet 32.462.759.739 53.814.089.716 79.363.294.584 
Jumlah Kredit 
yang Disalurkan 









yang disalurkan selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 mengalami 
peningkatan, tetapi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 jumlah kredit yang 
disalurkan sedikit mengalami penurunan. Kemudian dapat dilihat pula bahwa 
kemungkinan gagal bayar mengalami peningkatan begitu pula dengan kredit 
macetnya yang setiap tahun terus mengalami peningkatan.  
 
4.2.3  Gambaran Umum Pelaksanaan Audit Internal 
Dalam rangka pelaksanaan pengendalian internal telah dibentuk Divisi 
Pengawasan atau yang biasa disebut dengan Divisi Audit Internal dan SPI yang 
bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta Satuan Kerja Kepatuhan 
yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Risiko dan Kepatuhan.  Satuan 
Pengawasan Internal (SPI) disusun untuk menerapkan fungsi audit internal yaitu 
menjalankan kegiatan assurance dan konsultasi yang independen  serta objektif 
untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kegiatan 
organisasi/perusahaan. SPI berfungsi dalam melaksanakan kegiatan assurance  
melalui pelaksanaan audit secara obyektif untuk memberikan penilaian independen 
terhadap proses risk management, control dan governance perusahaan untuk 
membantu pencapaian tujuan. 
Selain melakukan kegiatan assurance, SPI juga melaksanakan jasa konsultasi 
yang sifat dan ruang lingkupnya telah disepakati sebelumnya dengan manajemen 
(klien), untuk menambah nilai dan meningkatkan proses risk management, control 
dan governance perusahaan. Bentuk kegiatan konsultasi yang dilakukan oleh SPI 
antara lain memberikan tanggapan atas usulan kebijakan, sistem dan prosedur guna 
memastikan aspek-aspek pengendalian internal telah tercakup dalam kebijakan atau 
sistem yang baru. Dengan adanya keterlibatannya SPI di dalam kegiatan konsultasi 
ini, tidak berarti bahwa hasilnya dikecualikan sebagai objek audit. 
Untuk menjamin independensi, sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi 
Internal Audit Bank  (SPFAIB), SPI dapat berkomunikasi langsung kepada Dewan 
Komisaris atau Komite Audit untuk mengkomunikasikan berbagai hal yang 
berhubungan dengan kegiatan audit. Pemimpin SPI diangkat dan diberhentikan 
oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada 
Bank Indonesia. Selain itu Pemimpin dan pegawai SPI tidak diperkenankan untuk 
mempunyai wewenang, tanggung jawab dan/atau terlibat kegiatan operasional BNI 
atau perusahaan/organisasi afiliasi dan/atau mengambil inisiatif dan menyetujui 
transaksi akuntansi, kecuali transaksi internal Satuan Pengawasan Internal. 
 
4.3 Pembahasan 
 4.3.1 Prosedur Pelaksanaan Kredit 
Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa sistem pemberian kredit yang dilakukan 
oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Palembang 
sudah baik karena telah mengacu dan sesuai pada Undang-Undang Perbankan 
Indonesia No.10 tahun 1998 dalam pasal 8. Selain itu, pemberian kredit juga sudah 
termasuk dalam kategori yang sangat baik. Hal ini terlihat dalam proses pemberian 
kredit telah dilakukan beberapa analisis untuk meyakinkan bahwa calon nasabah 
tersebut layak untuk mendapatkan kredit, Seperti analisis 5C & 7P , analisis aspek 
legal/yuridis, analisis aspek manajemen, analisis aspek teknis dan produksi, analisis 
aspek pemasaran, analisis aspek sosial dan lingkungan, analisis aspek ekonomi 
makro, analisis aspek keuangan, analisis agunan, analisis grup debitur, analisis 
kontribusi calon debitur, analisis risiko dan mitigasi, penetapan jumlah kredit, 
penetapan struktur kredit, dan persyaratan kredit, sehingga dalam proses pemberian 






Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Linda Mega Sari dengan 
hasil bahwa sistem pemberian kredit mikro yang dilakukan dengan jelas dalam 
pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian telah dilakukan 
dengan baik karena dalam penerapan sistem pemberian kredit di Bank Rakyat 
Indonesia telah sesuai dengan pedoman atau peraturan Undang-undang Perbankan 
No 10. tahun 1998 dalam pasal 8 tentang pemberian kredit. 
 
4.3.2 Risiko Kredit  
Kredit merupakan salah satu usaha terpenting bank yang menyumbang sebagian 
besar dari keuntungan bank. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis 
kepada Relationship Manager (RM) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
SKC Palembang, dapat diinformasikan bahwa perusahaan ini masih memiliki 
masalah mengenai pengembalian kredit yang macet. Dapat dilihat di hasil 
penelitian diatas bahwa bahwa jumlah kredit yang disalurkan selama tahun 2013 
sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan, tetapi dari tahun 2014 sampai 
dengan tahun 2015 jumlah kredit yang disalurkan sedikit mengalami penurunan. 
Kemudian dapat dilihat pula bahwa kemungkinan gagal bayar mengalami 
peningkatan begitu pula dengan kredit macetnya yang setiap tahun terus 
mengalami peningkatan.   
Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian 
Kualitas Aktiva Bank Umum pasal 12 menyebutkan bahwa kualitas Kredit 
ditetapkan menjadi 5 golongan yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang 
Lancar, Diragukan dan Macet. Penetapan kualitas kredit tersebut dilakukan dengan 
mempertimbangkan materialitas dan signifikansi dari faktor penilaian dari 
komponen serta relevansi dari faktor penilaian dan komponen tersebut terhadap 
karakteristik debitur yang bersangkutan. Untuk kredit mikro, kecil dan menengah 
dengan jumlah tertentu, penetapan kualitas kredit hanya dapat didasarkan pada 
ketepatan pembayaran berikut : 
- Lancar (Kolektibilitas 1), apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok  
dan /atau bunga. 
- Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2), apabila terdapat tunggakan 
pembayaran pokok dan /atau bunga sampai dengan 90 hari. 
- Kurang Lancar (Kolektibilitas 3), apabila terdapat tunggakan pembayaran 
pokok dan /atau bunga sampai dengan 120 hari. 
- Diragukan (Kolektibilitas 4), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan 
/atau bunga sampai dengan 180 hari. 
- Macet (Kolektibilitas 5), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan 
/atau bunga diatas 180 hari. 
Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 Tentang Giro Wajib 
Minimum Bank Umum dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum 
Konvensional bahwa Kredit akan digolongkan bermasalah (non performing loan) 
apabila telah masuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, terhadap 
total kredit. Tujuan klasifikasi tersebut antara lain untuk menetapkan tingkat 
cadangan potensi kerugian akibat kredit bermasalah. Berikut ini akan disajikan 
tabel performance loan kredit produktif PT BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil 

















Performance Loan Kredit Produktif 
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Palembang 
Per 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 
 




2013 1.004.073.691.593 29.580.639.137 1.070.369.698.016 96% 
2014 1.233.070.585.395 74.022.476.814 1.382.367.000.150 94% 
2015 1.157.327.850.828 110.932.186.267 1.356.358.778.511 93% 
Sumber : Diolah oleh penulis, 2016 
 
Tabel diatas merupakan tabel performance loan kredit produktif yang diolah 
sendiri oleh penulis.  Perhitungan tersebut yaitu dengan menambahkan kualitas 
kredit lancar dan dpk kemudian dibagi dengan jumlah kredit yang disalurkan pada 
tiap tahunnya kemudian dikali 100%. Tabel tersebut dibuat untuk mengetahui 
berapa persen total pengembalian kredit yang lancar pada PT BNI (Persero) Tbk 
Sentra Kredit Kecil Palembang. Dari tabel diatas juga dapat diketahui langsung 
berapa persen kredit bermasalah atau NPL yang ada pada bank ini, dapat dilihat 
langsung ditabel berikut ini. 
 
Tabel 4.3 
Tingkat Kolektibilitas Kredit Produktif 
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Palembang 
                             Per 31 Desember 2013, 2014 dan 2015  
 
Tahun Perfomance Loan Non Performing Loan 
2013 96% 4% 
2014 94% 6% 
2015 93% 7% 
  Sumber : Diolah oleh penulis, 2016 
 
Tabel diatas merupakan tabel tingkat kolektibilitas kredit produktif yang 
menunjukkan performance loan dan non performing loan atas kredit yang telah 
disalurkan selama tahun 2013, 2014 dan 2015. Berdasarkan perhitungan terhadap 
tingkat kolektibilitas kredit modal kerja yang disalurkan BNI Sentra Kredit Kecil 
Palembang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 terlihat bahwa non 
performance loan 2014 dan 2015 telah melebihi batas maksimal NPL yang 
ditetapkan Bank Indonesia. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 
15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank 
Umum Konvensional mengatakan bahwa batas maksimal Non Performing Loan 
adalah sebesar 5 persen. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada 
tahun 2013 NPL berada 1% dibawah batas maksimal NPL yaitu 5%, dalam hal ini,  
pihak bank dan auditor internal telah berupaya untuk meningkatkan kualitas kredit 
agar lebih baik dan terbukti bahwa tahun 2013 sudah menunjukkan kualitas kredit 
yang cukup baik yaitu 1% dibawah batas maksimal. Selanjutnya, pada tahun 2014 






dilihat bahwa kenaikan NPL pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 2% dari 
tahun sebelumnya, tetapi pada tahun 2015 NPL mengalami kenaikan sebesar 1% 
dari tahun sebelumnya. Hal ini tentunya bukan hal yang baik bagi bank, tetapi 
pihak bank harus merasa lega karena kenaikan NPL ini tidak terlalu signifikan 
karena dapat diminimalkan dengan audit internal yang baik sehingga auditor 
internal bisa menekan kenaikan NPL tersebut. Hal ini terbukti dari kenaikan NPL 
tahun sebelumnya mengalami kenaikan 2% tetapi ditahun 2015 ini hanya 
mengalami kenaikan 1% dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut merupakan 
dampak dari adanya perlambatan ekonomi di Indonesia, pelemahan rupiah yang 
terjadi akibat krisis global dan Indonesia berdampak terhadap perlambatan 
ekonomi dan peningkatan rasio pinjaman bermasalah Bank (non-performing 
loan/NPL). Perlambatan ekonomi tersebut dapat dilihat melalui Laju Pertumbuhan 
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 
(persen) yaitu pada provinsi sumatera selatan tahun 2013 mencapai 3.78%, tahun 
2014 turun menjadi 3.22% dan tahun 2015 juga mengalami penurunan hingga ke 
3.06% (www.bps.go.id).  
Kenaikan NPL juga terjadi pada kepada sejumlah bank, kenaikan tersebut 
diakibatkan oleh kondisi perlambatan ekonomi sehingga menyebabkan kinerja 
sektor riil menurun. Walaupun tingkat kredit bermasalah Bank telah melebihi batas 
maksimal NPL, namun bank dan auditor internal telah berupaya untuk menekan 
tingkat kenaikan NPL tersebut agar kualitas kredit tetap terjaga. Hal ini dapat 
dilihat bahwa dari tahun 2013 ke 2014 NPL naik 2% yaitu dari NPL 4% ke NPL 
6% dan dari tahun 2014 ke 2015 NPL naik 1%  yaitu dari NPL 6% ke 7%, auditor 
internal telah berupaya untuk menekan NPL agar tidak mengalami kenaikan. 
Tetapi hal tersebut tidak dapat dihindari karena penyebab NPL ini meningkat yaitu 
dikarenakan perlambatan kondisi ekonomi serta pelemahan rupiah yang terjadi, 
tetapi auditor internal dan pihak bank berhasil untuk menekan NPL untuk tidak 
mengalami kenaikan yg signifikan yaitu hanya mengalami peningkatan 1% dari 
tahun sebelumnya, tidak seperti pada tahun 2014 yang mengalami kenaikan 2%. 
 Selain itu, auditor internal telah berupaya bersama pihak bank untuk menjaga 
komunikasi dengan nasabah, baik melalui telepon secara berkala, Surat-menyurat, 
dan kunjungan langsung. Komunikasi perlu terus dilakukan untuk menggali 
informasi yang bersifat non-keuangan, termasuk aspek teknis perusahaan yang 
dapat menjadi gejala terjadinya masalah kredit. Melakukan pendampingan kepada 
debitur yang bermasalah, pendampingan ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
permasalahan kredit yang terjadi murni karena aktivitas usaha atau karena karena 
kecurangan yang dilakukan debitur terhadap fasilitas kredit yang telah diterimanya. 
Jika terkait dengan permasalahan aktivitas usaha, pendampingan yang dilakukan 
yaitu dengan memberikan alternatife masukan atau solusi yang dapat membantu 
debitur keluar dari permasalahan usaha yang dialaminya.  
Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa audit internal telah dilakukan 
semaksimal mungkin, namun risiko dari faktor luar tersebut tidak dapat 
terhindarkan. Dapat dilihat bahwa kenaikan NPL pada tahun 2014 mengalami 
kenaikan sebesar 2% dari tahun sebelumnya, tetapi pada tahun 2015 NPL 
mengalami kenaikan sebesar 1% dari tahun sebelumnya. Hal ini tentunya bukan hal 
yang baik bagi bank, tetapi pihak bank harus merasa lega karena kenaikan NPL ini 
tidak terlalu signifikan karena dapat diminimalkan dengan audit internal yang baik 
sehingga auditor internal bisa menekan kenaikan NPL tersebut.  Diharapkan 
dengan adanya pemeriksaan kegiatan perkredian yang berkelanjutan akan makin 
meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan dimana NPL bank semakin turun 









Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko kredit yang diakibatkan oleh 
kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya, BNI telah memiliki early 
warning system yaitu suatu sistem pemantauan untuk mengidentifikasi risiko kredit 
secara lebih dini yang digunakan sebagai penentu dilakukannya investigasi lebih 
jauh sebelum kredit menjadi bermasalah. Selanjutnya secara proaktif dilakukan 
upaya restrukturisasi terhadap kredit yang diindikasikan akan bermasalah di 
kemudian hari sehingga BNI mampu menekan laju peningkatan NPL.  
Selain itu, BNI juga telah secara bertahap meningkatkan coverage ratio untuk 
mengantisipasi kondisi perekonomian yang masih belum stabil. Untuk menjaga dan 
meningkatkan kualitas kredit, proses analisa kredit memisahkan fungsi antara unit 
bisnis/fungsi pemasaran, yang dilakukan oleh relationship manager, dengan unit 
risiko/fungsi analisa kredit yang dilakukan oleh credit analyst.  Selain itu untuk 
menangani kredit bermasalah BNI telah menunjuk SEVP Penyelamatan dan 
Penyelesaian Kredit yang membawahi Unit Remedial & Recovery yang memiliki 
fungsi penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah. Proses persetujuan kredit 
dilakukan dalam Komite Kredit yaitu forum bersama pejabat pemutus kredit yang 
berkuasa untuk memutus kredit sesuai dengan limit yang ditetapkan, yang terdiri 
dari pejabat unit bisnis dan unit risiko bisnis. Unit bisnis dan unit risiko bisnis 
berperan sebagai first line of defense atau risk owner yang mengelola dan 
mengendalikan risiko kredit pada kegiatan operasional harian unit tersebut.  
Divisi Manajemen Risiko Bank (ERM) dan Divisi Tata Kelola Kebijakan 
(PGV) berperan sebagai second line of defense yang membantu unit bisnis 
menyiapkan infrastruktur perkreditan seperti penyusunan kebijakan dan prosedur 
perkreditan, penetapan limit kewenangan memutus kredit, menyiapkan sistem 
rating dan scoring, dan memantau portofolio kredit. Selain itu untuk meningkatkan 
kapabilitas dan kesadaran akan manajemen risiko bagi pegawai, maka pegawai 
juga diberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan manajemen risiko, hal ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadia  Maya Sari Dewi yang disimpulkan 
bahwa pembiayaan yang mengalami pengembalian macet pada Bank BNI syariah 
cabang Semarang mencapai tiga persen selama periode tahun 2011 hal ini tidak 
disebabkan kurang efektifnya sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam 
pemberian pembiayaan melainkan karena faktor-faktor lain seperti hal yang tidak 
dapat diduga sebelumnya baik pihak manajemen maupun nasabah yaitu faktor 
lingkungan dan faktor keadaan nasabah. 
 
4.3.3  Pelaksanaan Audit Internal 
Pelaksanaan audit berpedoman pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern 
Bank (SPFAIB) dan Pedoman Perusahaan Audit Intern. Dalam rangka 
meningkatkan mutu audit, SPI senantiasa mengembangkan metodologi audit dan 
menyempurnakan audit programnya agar sesuai dengan perkembangan proses 
bisnis yang ada serta best practice antara lain The Institute of Internal Auditors 
(IIA) dan Information System Audit and Control Association (ISACA). 
SPI BNI melakukan pemeriksaan kegiatan perkreditan melalui beberapa tahap, 
yaitu: 
- Persiapan audit, yaitu kegiatan yang dilakukan auditor internal pada tahap 
persiapan audit meliputi penetapan penugasan, pemberitahuan audit dan 
penelitian pendahuluan. 
- Penyusunan program audit, yaitu auditor internal kredit BNI membuat rencana 
langkah kerja yang harus dilakukan selama pemeriksaan kredit yang didasarkan 
atas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta informasi yang ada tentang 






- Pelaksanaan penugasan audit disini yaitu melakukan pemeriksaan pengendalian 
yang telah berjalan tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan SOP, 
melakukan uji pengendalian manajemen SDM kredit dan pelaksanaan 
perkreditan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan 
pemeriksaan lebih terperinci dimana auditor internal melakukan pengujian 
apakah pihak-pihak dalam organisasi kredit telah melaksanakan perannya sesuai 
dengan tugas dan wewenang  serta pengujian terhadap pelaksanaan kredit 
apakah telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Setelah 
itu auditor internal juga melakukan pemeriksaan pengelolaan kredit mulai dari 
penilaian permohonan kredit sampai dengan proses pemberian kredit, 
administrasi dan pembukuan kredit, pembinaan kredit, pengawasan kredit dan 
pelaporan audit. 
- Pelaporan hasil audit, Sebelum Laporan Hasil Audit (LHA) tersebut dibuat, 
hasil atau temuan audit dikumpulkan dalam bentuk ikhtisar hasil audit dan 
didiskusikan terlebih dahulu dengan pimpinan cabang BNI. Tim audit 
mengkonfirmasikan temuan audit yang telah diperoleh, mendengarkan 
tanggapan/komentar auditee mengenai temuan audit dan juga menerima 
komitmen dari Pimpinan BNI SKC Palembang tentang waktu penyelesaian 
perbaikan atau tindak lanjut atas temuan tersebut. Setelah itu, seorang auditor 
internal akan ditugasi untuk membuat konsep laporan yang kemudian direview 
oleh Kepala Divisi Pengawasan agar diperoleh keyakinan bahwa laporan 
tersebut telah lengkap dan benar dimana laporan tersebut telah meencantumkan 
informasi mengenai temuan audit secara jelas mengenai fakta, keadaan yang 
seharusnya serta dampak dan penyebab terjadinya penyimpangan, 
tanggapan/komentar auditee atas temuan audit berupa pembenaran/persetujuan, 
atau keberatan/penolakan dan alasannya dan komitmen untuk melakukan 
perbaikan dengan batas waktu tertentu dan rekomendasi perbaikan dari auditor 
internal. Setelah review atas konsep laporan tersebut, kemudian auditor internal 
membuat Laporan Hasil Audit (LHA) yang meliputi seluruh pemeriksaan tidak 
hanya pemeriksaan kredit melainkan semua pemeriksaan yang dilakukan. LHA 
ditandatangani atau disetujui oleh Direktur Utama dan kemudian dikirim ke unit 
kerja yang diperiksa yaitu BNI SKC Palembang untuk dapat diketahui dan 
ditindaklanjuti dan ditembuskan ke Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan 
Direktur Kepatuhan. 
- Tindak lanjut audit yaitu auditor internal melakukan pengecekkan terhadap 
tindak lanjut dari BNI SKC Palembang untuk melihat sejauh mana hasil audit 
tersebut telah ditindaklanjuti, apakah perbaikan telah tuntas dilakukan auditee 
atau masih dalam proses ataukah belum diselesaikan sama sekali. Auditor 
internal melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut tersebut, 
melakukan analisis kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah 
dilaksanakan oleh BNI SKC Palembang. Auditor internal membuat persentase 
jumlah temuan yang telah tuntas diperbaiki (Telah Siap/TS), persentase 
perbaikan yang masih dalam proses (Dalam Proses/DP) dan persentase temuan 
yang belum diselesaikan (Belum Siap/BS). Selanjutnya melakukan pengecekan 
kembali atas tindak lanjut dilakukan apabila terdapat kesulitan atau hambatan 
yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana 
mestinya. Langkah terakhir yaitu melakukan pelaporan tindak lanjut atas 
perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan kemudian dikirimkan ke divisi 
pengawasan atau SPI 
Dalam teori stewardship, menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah 
termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil 









hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan 
organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan 
manajemen.  Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan 
memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi 
tersebut. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para 
eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak 
dengan cara terbaik sesuai prinsipnya (Donaldson dan Davis, 1989,1991). 
Sesuai dengan teori diatas manajemen BNI tidak lah termotivasi oleh tujuan 
individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan 
organisasi. Maksudnya disini adalah kesuksesan organisasi itu memaksimalkan 
kelompok utilitas dan manajemen tersebut, dimana utilitas ini akan 
memaksimumkan kepentingan individu yang ada didalamnya, Serta para nasabah 
juga akan yang merasa puas atas kinerja bank untuk mencapai tujuan mereka salah 
satu nya yaitu menjaga kualitas kredit. Sehingga para nasabah yang menyimpan 
uang di bank ini merasa aman karena uang yang mereka tabungkan telah 
dipergunakan secara baik oleh pihak bank dan uang mereka bisa dijaga oleh bank. 
Teori ini didesain untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan 
sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik sesuai 
prinsipnya untuk pencapaian organisasi agar seluruh pihak yang terkait didalamnya 
baik nasabah, orang-orang didalam organisasi, pemerintah serta masyarkat lain 
dapan merasakan kepuasannya terhadap kinerja bank. 
Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Eka Handaka Putra selaku auditor 
kontrol internal BNI Kanwil Palembang serta berdasarkan penjelasan diatas, dapat 
disimpulkan bahwa audit internal memiliki peranan yang penting bagi suatu 
organisasi maupun unit-unit yang ada didalamnya, dalam menjalankan kegiatan 
usaha hingga untuk membantu pencapaian tujuan organisasi tersebut. Audit 
internal berperan untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kegiatan 
organisasi/perusahaan, melakukan kegiatan assurance  melalui pelaksanaan audit 
secara obyektif untuk memberikan penilaian independen terhadap proses risk 
management, control dan governance perusahaan untuk membantu pencapaian 
tujuan organisasi. Selain itu, auditor internal juga berperan dalam pemberian 
rekomendasi atas hasil temuan audit dan mencari akar permasalahannya sehingga 
dapat ditentukan solusi perbaikannya serta dengan adanya audit internal dapat 
ditemukannya warning signs dalam suatu organisasi maupun unit kredit. Sehingga 
dengan penemuan warning signs secara dini, manajemen organisasi atau 
perusahaan dapat melakukan tindakan dini untuk mencegah agar hal tersebut tidak 
terjadi dimasa yang akan datang. Begitupula dengan warning signs dalam unit 
kredit dapat dilakukan tindakan dini untuk pencegahan kemungkinan 
penyalahgunaan wewenang, praktik pemberian kredit yang tidak sehat serta 
kemungkinan terjadinya kredit bermasalah yang berakibat merugikan bank dimasa 
yang akan datang dapat diminimalkan.  
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Voni Astasari yang 
menunjukkan bahwa pelaksanaan audit operasional telah memadai dimana audit 
operasional telah mengikuti standar-standar minimal yang ditetapkan Bank 










Berdasarkan hasil pembahasan dari data yang diperoleh dari dokumentasi perusahaan 
dan wawancara dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, serta 
berdasarkan literatur-literatur dan referensi-referensi yang relevan maka penulis 
mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Sistem pemberian kredit yang dilakukan oleh PT BNI (Persero) Tbk SKC Palembang 
sudah baik karena mengacu dan sesuai pada Undang-Undang Perbankan Indonesia 
No.10 tahun 1998 dalam pasal 8.  Selain itu, pemberian kreditnya sudah termasuk 
dalam kategori yang sangat baik. Hal ini terlihat dalam proses pemberian kredit yang 
telah dilakukan beberapa analisis untuk meyakinkan bahwa calon nasabah tersebut 
layak untuk mendapatkan kredit, Seperti analisis 5C & 7P , analisis aspek 
legal/yuridis, analisis aspek manajemen, analisis aspek teknis dan produksi, analisis 
aspek pemasaran, analisis aspek sosial dan lingkungan, analisis aspek ekonomi makro, 
analisis aspek keuangan, analisis agunan, analisis grup debitur, analisis kontribusi 
calon debitur, analisis risiko dan mitigasi, penetapan jumlah kredit, penetapan struktur 
kredit, dan persyaratan kredit, sehingga dalam proses pemberian kredit secara 
keseluruhan yang diterapkan sudah berjalan dengan efektif. 
2. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa audit internal telah melakukan 
peranannya semaksimal mungkin, namun risiko dari pelemahan ekonomi tersebut 
tidak dapat terhindarkan. Oleh karena itu, terlihat bahwa seolah-olah audit internal 
tidak memiliki peranan dalam meminimalkan kemungkinan gagal bayar tetapi 
kenyataannya audit internal telah berperan. Audit Internal berperan dalam 
meminimalkan kemungkinan gagal bayar pada penyelesaian kredit modal kerja dan 
kredit investasi pada PT BNI (Persero) Tbk SKC Palembang.  Hal ini dapat dilihat 
dari kualitas kredit pada tahun 2013 yang baik yaitu NPL berada 1% dibawah batas 
maksimal yaitu 5% sesuai ketentuan Bank Indonesia. Pada tahun 2014 NPL 
mengalami kenaikan sebesar 2% dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 6% yang 
berarti diatas 1% batas maksimal kredit. Hal ini tidak dapat terhindarkan karena 
pelemahan rupiah yang terjadi karena akibat krisis global sehingga berdampak pada 
perlambatan ekonomi di Indonesia serta peningkatan rasio pinjaman bermasalah bank 
(NPL) karena kinerja sektor rill juga menurun. Pada tahun 2015 pinjaman yang 
disalurkan mengalami sedikit penuruan tetapi NPL mengalami kenaikan sebesar 1% 
dari tahun sebelumnya, dalam hal ini terlihat bahwa peranan audit internal menurun 
oleh karena itu sangat diperlukannya evaluasi. Namun, auditor internal telah berupaya 
untuk menekan tingkat kenaikan NPL tersebut agar kualitas kredit tetap terjaga. Hal 
itu telah terbukti karena kenaikan NPL 2015 hanya 1% dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya yang mengalami kenaikan 2%. Kenaikan tersebut juga tidak dapat 
dihindarkan karena masih dalam kondisi perlambatan ekonomi. Kredit bermasalah 
tersebut dinilai dari kolektibilitas 3, 4, dan 5. 
3. Audit Internal atas kegiatan perkreditan pada PT BNI (Persero) Tbk SKC Palembang 
sudah memadai dimana audit internal telah dilakukan dengan proses yang sistematis 
yang  mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB). 
 
5.2  Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan peneliti setelah penelitian dilakukan adalah 
sebagai berikut: 
1. Saran bagi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Palembang 
1. Untuk tetap menjaga dan meningkatkan prosedur pemberian dan pelaksanaan kredit 
agar tetap berjalan dengan baik.  
2. Diharapkan pihak bank melakukan pelatihan kepada karyawan secara berkala 
sehingga dapat meningkatkan efektivitas pemberian kredit , menjaga kualitas kredit 









serta penyalahgunaan dana dari pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat 
merugikan bank.  
3. Disarankan agar audit internal atas kegiatan perkreditan tidak hanya dilakukan 
dalam satu tahun sekali, karena mengingat kredit merupakan kegiatan utama bagi 
bank yang mengandung banyak risiko. Selain itu, diharapkan dengan dilakukannya 
audit internal atas kegiatan perkreditan secara berkelanjutan yang berpedoman 
pada SPFAIB akan semakin meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan dan 
dapat meminimalkan kemungkinan gagal bayar atau kredit bermasalah tersebut, 
dimana NPL bank semakin turun dan berada dibawah batas maksimal NPL yang 
ditetapkan Bank Indonesia.  
 
2. Saran bagi peneliti selanjutnya 
Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, 
seperti tidak adanya data mengenai temuan-temuan dalam pemeriksaan perkreditan, 
data perkembangan penyelesaian temuan audit atau data tindak lanjut laporan hasil  
audit dikarenakan dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen rahasia bank. 
Agar hasil penelitian dapat dapat digunakan secara umum dan luas, maka disarankan 
untuk menggunakan subjek penelitian lainnya atau bila perlu menambah subjek 
penelitian selain PT. BNI (Persero) Tbk. Penelitian juga dapat dikembangkan dengan 
menguji atau menganalisis faktor lain yang belum diteliti, seperti Manajemen Risiko, 
Good Corporate Governance (GCG), Audit internal yang berperan dalam 
meminimalkan kemungkinan gagal bayar pada kredit korporasi, dan lain sebagainya 
serta  disarankan untuk menganalisis efektivitas kegiatan perkreditan tidak hanya 
dengan mengukur tingkat kolektibilitas kredit melainkan juga membandingkan 
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